
SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NoMOR : 26 /PP.O4.2-Kpt/ t5O6 /KPU-Kab /I/ 2O2O

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN

KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KEI.,OMPOK

PEI.IYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI SERTA PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ll huruf c

Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubetnur, Bupati dan

Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1O Tahun

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Menjadi Undang-Undang;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (1)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2O15

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen

Provinsi Aceh menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Provinsi/ Komisi Independen Provinsi Aceh, Komisi

Pemilihan Umum/ Komisi independen Kabupaten/ Kota,

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan . .. .

KOMISI PEUILIHAN T'UIIM
I(ABIIPATEN TAITJIIITG JABIIITG BARAT



a

C

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung

Barat tentang Pedoman Telcris Pembentukan dan Tata

Keq'a Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi
serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung
Barat Tahun 2020;

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I

Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75);

2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (l,embar Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5g9g);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI7
Nomor 182, Tambahan kmbaran Negara Repubtik
Indonesia nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen pemilihan

Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kery'a

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

Mengingat

dan....



dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2Ol5
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen pemilihan

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Keqia

Panitia Pemilihan Kecamatan, panitia pemungutan Suara,
dan Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor g Tahun 2019
tentang Tata Keg'a Komisi pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi pemilihan Umum
Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan atas peraturan Komisi pemilihan

Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, program

dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Walil Walikota Tahun 202O (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 1511);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 31/pp.05_
Kpt/O3/KPU /I/2018 tentang petunjuk Teknis
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, panitia

Pemungutan Suara, Kelompok penyelenggara pemungutan

Suara;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum provinsi Jambi Nomor
: 14 /PP.O1.2-Kptl 15/Prov lXIt / 2Ot9 tentang perubahan

atas.. ..
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Memperhatikan : 1.

2.

3.
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atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi

Nomor : OIIPP.O1.2-Kpt/L5/Prov/X/2O19 tentang

Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Jambi Tahun 2020;

9. Keputusan Kornisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung

Jabung Barat Nomor : 391/PP.01.2-Kpt/ 1506IKPU-

Kab lXlI l2OL9 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Nomor : 383/PP.01.2-Kptl1506/KPU-Kab/Ixl2Ot9

tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tahun 2020;

Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Tanjung Jabung Barat dengan Nomor Berita Acara Nomor

: O6 /PP.O4.2-BA/ 1506 /KPU-Ka,b/r/2O2O tanggal 15

Januari, tentang Pedoman Telcris Pembentukan dan Tata

Ke4'a Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Jambi serta Pemilihan Bupati Tanjung Jabung

Barat Tahun 2020;

Surat Ketua KPU RI Nomor : 12/PP.O4.2-

SD/OI/WU/1/2O2O tanggal 1O Januari 2020, perihal

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam

Pemilihan Serentak Tahun 2O2O;

Surat Ketua KPU RI Nomor 421PP.O4.2-

SD/01/KPU/I/2O2O tenseal 2O Januari 202O, perihal

arahan Lanjutan Pembentukkan Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak 2020.

MEMUTUSKAN..
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

Sa-linan sesuai dengan aslinya
SEKRE KPU
KAB. TANJUN G BARAT

Hukum

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN

KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN

KELOMPOK PEI.IYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DALAM PEI.IYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR JAMBI SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARATTAHUN 2020.

Menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Keq'a

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2020

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 15 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAEIUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Ttd

HAIRUDDIil

G

i=

+



LAUPIRA!5 I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JAEIUNG BARAT
NOMOR | 26lPP.Oa.2-Kpt/ 1506/KPU-
Kab/I/2O2O TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PPK,
PPS, DAN KPPS DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN
2020

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN

KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK

PEI.IYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEI\iYELENGGARAAN

PEMILIHAN CUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI SERTA PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2O2O

A. LITTAR BEI"AXATG

Bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2O2O ad,aJ,ah

mempakan saiana untuk mewujudkan kedaulatan ralryat secara demokratis

untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta Bupati dan Wakil

Bupati Tanjung Jabung Barat yang dilaksanakan secara efektif dan efisien

yang berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil,

yang berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib,

kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas,

akuntabilitas, efisien, efektifitas dan aksesibiltas.

Bahwa dalam rangka menjalankan arnanat Pasal 11, Undang-Undang

Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati

dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1O Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O15 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2Ol4 tenteng Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang, termasuk didalamnya terkait dengan Tugas dan wewenang KPU

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

-1-
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Gubemur Jambi serta Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, KPU

Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkewqliban membuat keputusan terkait

Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2020.

Bahwa dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut, Komisi Pemilihan

Umum Repubtik Indonesia telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota,

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang terakhir

diperbaharui dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun

2017. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 57 ayat (1), KPU Kabupaten Tanjung

Jabung Barat menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat

tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Ke{a PPK, PPS, dan KPPS

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2020, sebagai

pedoman dalam menyukseskan pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Jambi serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung

Jabung Barat Tahun 2020.

B. MAI(SUD DAIT TUJUAN

Pedoman Telaeis Pembentukan dan Tata Keq'a ini dimaksudkan untuk

dijadikan sebagai pedoman dan memberikan pema-haman kepada

penyelenggara pemilihan bahwa Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 merupakan tanggung jawab

bersama yang dilakukan sesuai dengan tugas, wewenang dan kewa,jiban

masing-masing sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-

undangan, yang bertuj uan agar semua penyelenggara pemilihan mempunyai

integritas, profesional sehingga pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubemur Jambi serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung

Jabung Barat Tahun 2O2O dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.
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C. RUANG LIITGKUP

Ruang Lingkup keputusan ini adalah mengatur pedoman teknis

Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta Pemithan Bupati dan Wakil

Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2O2O, yang terdiri dari :

1. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS melalui seleksi terbuka.

2. Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2020.

3. Persyaratan PPK, PPS, dan KPPS.

4. Kesekretariatan PPK dan PPS

5. Penggantian Anggota PPK, PPS, dan KPPS.

D. PENGERTIAIT UMUM

Pengertian yang digunakan dalam peraturan ini adalah sebagai berikut :

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, selanjutnya disebut

Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi Jambi untuk
memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi secara langsung

dan demokratis.

2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, selanjutnya

disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten

Tanjung Jabung Barat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tanjung

Jabung Barat secara langsung dan demokratis.

3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga

penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan

umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan

Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur Undang-Undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, selanjutnya disingkat KPU

Provinsi Jambi adalah sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan

Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-

undang pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnya

disingkat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai lembaga
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penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimalsud dalam Undang-

Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas

menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat di tingkat

Kabupaten Tanjung Jabung Barat .

6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia

yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk

menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat di tingkat

kecamatan.

7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia

yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk

menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat di tingkat desa

/ kelurahan.

8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS,

adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan

pemungutan suara di TPS.

9. Hari kerja adalah hari kalender.

E. PRII{SP PE}TYELEN(X}ARAAIT PEMILIHAN

1. Asas penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugas adalah sebagai

berikut :

a. Mandiri;

b. Jujur;

c. Adil;

d. Kepastian hukum;

e. Tertib;

f. Kepentingan umum;

g. Keterbukaan;

h. Proporsionalitas;

i. Profesionalitas;

j. Akuntabilitas;

k. Efisiensi; dan

1. Efektifitas.
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2. pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jambi serta Pemilihan Bupati

danWakilBupatiTanjungJabungBaratTahun2o2odilaksanakanoleh
KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat'

3. Dalam penyelenggaraan Pemilihan, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat

dibantu oleh PPK, PPS dan KPPS.
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BAB II
PTMBENTI'XAIT PANITIA PEUILIIIAX KECAUATAil, PAITITI,A PEMTIITGIITATT

SUARA DAN KEI,OMPOK PEIYY'ELTNGGARA PEMI'I{GUTAN SUARA

A. Persyaratan dan kelengkapan Dokumen Calon Anggota PPK, PPS dan

KPPS

PERSYARATAN KELET{GKAPAIT DOKUMEN

Warga negara Indonesia; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Elektronik

Berusia paling rendah 17 (tujuh belas)

tahun;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Elektronik

Setia kepada Pancasila sebagai dasar

Negara, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945,

Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita

Proklamasi 17 Agustus 1945;

Surat Pernyataan setia kePada

Pancasila sebagai dasar Negara,

Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945,

Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita

Proklamasi 17 Agustus 1945

Mempunyai integritas, pribadi yang

kuat, jujur dan adil;

Surat Pernyataan mempunyai

integritas, pribadi yang kuat, jujur

dan adil

Tidak menjadi anggota Partai Politik

yang dinyatakan dengan surat

pernyataan yang sah atau sekurang-

kurangnya dalam jangka waktu 5

(lima) tahun tidak lag menjadi

anggota Partai Politik yang dibuktikan

dengan surat keterangan dari

pengurus Partai Politik yang

bersangkutan;

Surat Pernyataan tidak menjadi

anggota Partai Politik paling singkat

5 (lima) tahun

Berdomisili dalam wilayah kerja PPK,

PPS dan KPPS

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Elektronik:

- fiika ditemukan pendaftar

beda alamat dalam satu

kecamatan, harus dilengkaPi

i
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surat keterangan domisili dari

RT/RW setempat. Demikian

juga untuk PPS).

Jika beda Kecamatan,

Kabupaten atau Provinsi harus

ada Surat Keterangan dari

DUKCAPIL

Surat pernyataan bebas

penyalahgunaan narkotika

dariBebas dari penyalahgunaan narkotika;

Surat pernyataan tidak pernah

dipidana penjara berdasarkan

putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetaP

karena melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara

5 (lima) tahun atau lebih

Tidak pernah dipidana penjara

berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum

tetap karena melakukan tindak

pidana yang diancam dengan Pidana

penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Surat keterangan

Puskesmas atau

setempat

kesehatan

rumah

dari

sakit
Mampu secara jasmani dan rohani

Fotokopi ljaza}. sekolah menengah

atas/sederajat atau ijazr-}:. terakhir

yang dilegalisasi oleh pejabat yang

berwenang

Berpendidikan paling rendah sekolah

menengah atas atau sedera-iat;

Surat pernyataan dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta di tanda

tangani

S eluruh dokumen syarat pendaftaran diserahkan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2 (dua) rangkap, dengan rincian sebagai

berikut :

a. PPK

1. 1 (satu) dokumen asli

2. 1 (satu) dokumen salinan

b. PPS

1. 1 (satu) dokumen asli

2. 1 (satu) dokumen salinan

c. KPPS

1. I (satu) dokumen asli

sejumlah kepada KPU
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2. I (satu) dokumen salinan

Ketentuan khusus perayaratan Anggota PPK, PPS dan KPPS

a. Penghitungan jabatan anggota PPK dan PPS dalam jabatan yang sama

yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota

PPK dan PPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan

DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau
Walikota dan Wakil Walikota dengan periodesasi sebagai berikut :

1. Periode pertama dimulai pada tahun 2OO4 hingga tahun 2008

2 . Periode kedua dimulai pada tahun 2 009 hingga tahun 2 0 I 3

3. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018

4. Periode keempat dimulai pada tahun 2019

b. Apabila persyaratan 2 (dua) kali periode tidak dapat dipenuhi, KPU

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat bekerjasama dengan lembaga

pendidikan atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota PPK dan

PPS yang memenuhi persyaratan.

c. Apabila persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau

seder4iat sebagaimana dimaksud bagi PPS dan KPPS tidak dapat dipenuhi,

dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam

membaca, menulis dan berhitung yang dibulctikan dengan surat

pernyataan.

d. Apabila persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi KPPS

tidak dapat dipenuhi di wilayah/ lokasi TPS yang bersangkutan, anggota

KPPS dapat diambil dari kelurahan/desa atau sebutan lain yang terdekat.

B. Pembentukan PPK dan PPS dengan seleksl terbuka

1. Pengumuman dan pendaftaran;

Dalam tahapan pengumuman pendaftaran, KPU Kabupaten Tanjung

Jabung Barat :

a. Mengumumkan pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang mudah

dijangkau atau diakses publik selama 3 (tiga) hari

b. Menerima pendaftaran calon anggota PPK dan PPS selama 7 (tujuh) hari

c. Apabila sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta

yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK dan PPS yang



dibutuhkan, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat membuka

perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 hari

d. Apabila sampai dengan masa perpanjangan pendaftaran berakhir tidak

ada peserta yang mendaftar, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat

bekerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas peduli Pemilu dan

demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota PPS

sesuai persyaratan yang berlaku

2. Penelltlan admlnlstrasl;
Dalam tahapan penelitian administrasi, KPU Kabupaten Tanjung Jabung

Barat :

a. Melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS dengan

meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPK dan PPS

paling lama 3 (tiga) hari setelah masa pendaftaran; dan

b. Mengumumkan hasil penelitian administrasi ditempat yang mudah

diakses publik paling lama 2 (dua) hari setelah penelitian administrasi

berakhir dan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.

3. Tanggapan masyarakat;

a. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat membuka masukan dan

tanggapan terhadap seleksi anggota PPK dan PPS sejak pengumuman

hasil penelitian administrasi sampai dengan saat berakhimya masa

pengumuman seleksi tertulis.

b. Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka "a" dibuat
secara tertulis dan dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Elektronik

c. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat merangkum masukan dan

tanggapan masyarakat untuk dilakukan klarifikasi pada saat seleksi

wawancara.

4. Seleksl tertulls;
Seleksi tertulis dilakukan dengan ketentuan:

a. Seleksi tertulis untuk calon anggota PPK dan PPS, paling lama 3 (tiga)

hari setelah pengumuman hasil penelitian administrasi

b. Seleksi tertulis dilaksanalan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung

Barat

c. Dalam pelaksanaan seleksi tertulis KPU Kabupaten Tanjung Jabung

Barat :

-9 -
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I . Menyiapkan materi seleksi tertulis, soal untuk seleksi di buat dan

digandakan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mencakup :

a) Pengetahuan tentang Pemilihan Serentak yang mencakup :

1) Tugas, wewenang dan kewqiiban PPK dan PPS

2) Teknis Pemungutan Suara

3) Penghitungan Perolehan Suara

4) Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

5) Calon perseorzrng€rn

6) Kode etik

b) Pengetahuan kewilayahan

Soal berjumlah 10O terdiri dari 65 ( enam puluh lima ) soal pilihan

ganda, 25 ( dua puluh lima ) soal salah benar dan 10 ( sepuluh )

soal sebab akibat.

2. Menetapkan paling banyak 2 (dua) kali kebutuhan anggota PPK dan

PPS yang lulus seleksi tertulis

3. Mengumumkan hasil seleksi tertulis, ditempat yang mudah diakses

selama3(tiga)hari
d. Apabila KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak dapat

melaksanakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPS, KPU Kabupa.ten

Tanjung Jabung Barat dapat melanjutkan ke tahap seleksi wawancara

5. Seleksi Warancara

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan seleksi wawancara
dengan ketentuan :

a. Seleksi wawancara dilakukan 2 (dua) hari setelah pengumuman seleksi

tertulis berakhir

b. Materi seleksi wawancara disiapkan oleh KPU Kabupaten Tanjung

Jabung Barat :

1) Rekam jejak calon anggota PPK dan PPS

2) Pengetahuan tentang Pemilihan Serentak Tahun 2O2O, yang

mencakup:

a) Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dan PPS

b) Teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan

rekapitulasi penghitungal perolehan suara

c) Calon perseorangan

3) Klarifikasi tanggapan masyarakat
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Format formulir wawancara dibuat oleh KPU Kabupaten Tanjung

Jabung Barat.

6. Pengumuman Hasll Seleksl

Dalam melaksanakan pengumuman hasil seleksi, KPU Kabupaten Tanjung

Jabung Barat :

a. Mengurutkan peringkat calon anggota PPK dan PPS berdasarkan hasil

seleksi wawancara

b. Menetapkan anggota PPK dan PPS berdasarkan urutan peringkat teratas

c. Mengumumkan hasil seleksi selama 3 (tiga) hari setelah dilaksanakan

seleksi wawancara. Untuk menerima masukan dan tanggapan

masyarakat (tanggapan masyarakat disampaikan secara tertulis dengan

melampirkan fotocopy KTP elektronik sebelum pelantikan).

C. Pembentukan KPPS

PPS melaksanakan pemilihan anggota KPPS dengan cara seleksi terbuka

dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian

calon anggota KPPS. Dalam pembentukan KPPS, tahapan yang dilakukan

oleh PPS mencakup :

1. Pengumuman dan Pendaftaran

Dalam tahapan pengumuman dan pendaftaran, PPS:

a mengumumkan pendaftaran selama 6 (enam) hari di tempat- tempat

yang mudah dijangkau atau diakses publik; dan

b. menerima berkas pendaftaran selama 7 (tujuh) hari setelah

pengumuman pendaftaran berakhir.

2. Penelltlan Adminlstrasl :

Dalam tahapan penelitian administrasi, PPS:

a melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan

calon anggota KPPS paling lama 7 (tujuh) Hari setelah masa

pendaftaran berakhir; dan

b. dapat melakukan wawancara apabila diperlukan.

3. Pengumuman Hasll Seleksl

Pengumuman hasil seleksi dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak

berakhirnya penelitian administrasi.

4. Penyampalan hasll seleksl KPPS
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PPS menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kabupaten

Tanjung Jabung Barat melalui PPK, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum

hari pemungutan suara.

5. Apabila seleksi terbuka anggota KPPS tidak ada peserta yang mendaftar,

PPS melalui PPK melaporkan kepada KPU Kabupaten Tanjung Jabung

Barat untuk bekeq'a sama dengan lembaga pendidikan, komunitas peduli

Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan

anggota KPPS.

D. Penetapan Anggota PPK, PPS dan KPPS

1. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan Keputusan KPU

Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang pembentukan PPK dan PPS

dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 dengan menggunakan format

keputusan pembentukan PPK dan PPS

2. Apabila terjadi penggantian anggota PPS, PPK melaporkan kepada KPU

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan diteruskan kepada KPU Provinsi

Jambi.

D. Database Badan Adhock Penyelenggara PemlHhan Serentak Tahun 2O2O

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat memasukkan data anggota PPK dal

PPS yang telah ditetapkan kedalam aplikasi badonadhac.kpu.go.id.
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BAB III

KESEKRETARIATAN

A. SEKRETARIAT PPK

Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh

seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

1. Pembentukan Sekretariat PPK

a. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengusulkan 3 (riga) nama

calon Sekretaris PPK kepada Bupati Tanjung Jabung Barat untuk
selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) narna sebagai Sekretaris PPK

dengan keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat

b. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf sekretariat ppK

c. Staf Sekretariat PPK merupakan bantuan dan fasilitas pemerintah

daerah

2. Tahapan Pembentukan Sekretariat PPK meliputi :

a. Dalam mengusulkan Sekretaris dan staf sekretariat PPK, PPK melalui
KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkonsultasi dengan Sekretaris

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

b. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengusulkan 3 {tiga} nama

calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf sekretariat PPK kepada

Bupati Tanjung Jabung Barat

c. Bupati Tanjung Jabung Barat memilih dan menetapkan 1 (satu) nama

sebagai Sekretaris PPK dan 2 (dua) nama seb"gai staf Sekretariat PPK

3. Persyaratan dan kelengkapan dokumen sekretariat PPK

Syarat Sekretariat PPK I(elengkapan Dokumen
tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin
pegawai, khusus bagi yang berasal
dari Aparatur Sipil Negara

Surat pernyataan tidak pernah
dijatuhi sanksi disiplin pegawai
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independen dan tidak berpihak,
khusus bagr yang berasal dari
bukan Aparatur Sipil Negara

Surat pernyataan independen dan
tidak berpihak pada peserta

Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

Mampu secara jasmani dan rohani,
bebas dari penyalahgunaan

narkotika

Surat keterangan
puskesmas atau
setempat

kesehatan dari
rumah sakit

mempunyai pangkat dan golongan

paling rendah II.b
Surat keputusan tentang pangkat

dan golongan yang bersangkutan

Memiliki kemampuan dalam

mengoperasikan perangkat telorologi
informasi

Surat pernyataan mampu

mengoperasikan perangkat teknologi
informasi

Dokumen yang berupa surat pernyataan dibuat dalam satu lembar dan

bermaterai cukup serta di tanda tangani.

Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Tanjung Jabung

Barat sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian :

a. 1 (satu) rangkap asli; dan

b. 1 (satu) rangkap salinan

B. SEKRIT,ARIAT PPS

Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat PPS, dengan

ketentuan :

1. Sekretariat PPS dipimpin oleh seorang Sekretaris PPS yang berasal dari

pegawai desa/kelurahan atau sebutan lainnya

2. Sekretaris PPS dibantu oleh 2 {dua} orang atau lebih staf Sekretariat PPS

3. Tahapan Pembentukan Sekretariat PPS adalah sebagai berikut :

a. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat meminta kepada kepala

desa/lurah atau sebutan lainnya untuk menugaskan pegawainya

sebagai anggota Sekretariat PPS

b. Sekretaris dan staf sekretaris PPS dipilih dan ditetapkan dengan

keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya

4. Persyaratan dan pemenuhan dokumen sekretariat PPS :

Syarat Sekretariat PPS Kelengkapan Dokumen

tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin

pegawal

Surat pernyataan tidak Pernah

diljatuhi sanksi disiplin pegawai

independen dan tidak berPihak Surat pernyataan indePenden dan

tidak berpihak

sehat jasmani dan rohani Surat keterangan kesehatan dari

i
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puskesmas atau rumah sakit

setempat

Dokumen yang berupa surat pernyataan dibuat dalam satu lembar dan

bermaterai cukup serta di tanda tangani.

BAB IV

TUGAS, ITEWTIYAITG DAIT KEWA*TIBAN KPU KABI'PATEN TAN.'UITG

.IABUNG BARAT, PPK, PPS DAIT KPPS DALAM PEIYY'ELENGGARAAIY

PEMILIHAN GT'BTRIYI'R DAIY WAKIL GI'BERIII'R JAIUBI SERTA PEMILIIIAT

BUPATI DAIY WAIilL BI'PATI TAITJUITG JABI'IIG BARAT TAHUI{ 2O2O

A. Tugas, [Iewenang dan KewaJiban KPU Kabupaten TanJung Jabung Barat

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat

dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2O2O,

meliputi:

1. Menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh Program, Anggaran dan

Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Jambi serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat

Tahun 2O2O berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

dan berpedoman pada kebijakan KPU, KPU Provinsi Jambi dan/atau

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

2. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

3. Menerima dan memutakhirkan daftar Pemilih serta menetapkan DPT

yang kemudian disampaikan kepada KPU Kabupaten Tanjung Jabung

Barat;

4. Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK,

PPS dan KPPS ;

5. Melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi setiap tahapan

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2O2O

kepada PPK, PPS dan KPPS;
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6. Menerima laporan periodik, laporan pertanggungiawaban dan laporan

hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data

Pemilih;

7. Melakukan rekapitulasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2O2O berdasarkan hasil

rekapitulasi penghitungan suara dari PPK dalam wilayah Kabupaten

Tanjung Jabung Barat;

8. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil

penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta

pemilihan dan panwas Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

9. Melaporkan hasil rekapitulasi penghitunga:r suara Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Jambi serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tanjung Jabung Barat Tahun 2O2O kepada KPU Provinsi Jambi;

10. Menyampaikan laporan pertanggungiawaban penggunaan anggaran

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan

penyelengaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2A2O

yang disampaikan kepada KPU Provinsi Jambi;

12. Mengelola, memelihara serta merawat arsip/dokumen dan logistik

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2O2O berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

13. Melaksanakan tugas, wewena,ng dan kewajiban lain yang diberikan oleh

KPU, KPU Provinsi Jambi sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

14. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara

PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Pegawai

Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terbukti

melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan

penyelenggaraan Pemilihan.

B. TUGAS, KEWEITAI{GArI DAil KtWA.rrBAIr PPK

T'trgas, wewenang dan keraJiban PPI( meliputl :

1. Membantu KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten Tanjung Jabung

I
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Barat dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;

2. Membantu KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten Tanjung Jabung

Barat dalam menyelenggarakan Pemilihan;

3. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat

kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Jambi, dan KPU

Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

4. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU

Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

5. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas

pemutakhiran data Pemilih;

6. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di
wilayah ke{anya;

7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS dari
seluruh PPS di wilayah kerjanya dalam rapat yang dihadiri oleh saksi
peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;

8. Mengumumkan hasil rekapitulasi suara di TPS dari seluruh pps di
wilayah ke{anya;

9. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara di TPS dari seluruh pps di
wilayah kery'anya kepada seluruh peserta Pemilihan;

10. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat

sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi
peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Provinsi Jambi dan KpU

Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

1 1. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan

oleh Panwas Kecamatan;

12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;

13. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan Calon

perseorangan;

14. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang

berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;

15. Melaksanakan tugas, wewenzrng, dan kewajiban lain yang diberikan
peraturan perundang-undangan dan/ atau oleh KPU Kabupaten Tanjung

Jabung Barat.

16. Tugas Ketua PPK meliputi:

a. Memimpin kegiatan PPK;
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b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;

c. Mengawasi kegiatan PPS;

d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk

kelancaran pelaksanaan tugas;

e. Menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan

suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/ atau

elektronik;

f. Menandatangani berita acara dan sertilikat rekapitulasi

penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang

anggota PPK, darr dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki

surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;

g. Menyerahkan I (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat

rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang

saksi Pasangan Calon;

h. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk

kelalcaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang

ditentukan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

i. Apabila Ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh

salah seorang Anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.

17. Tugas Anggota PPK meliputi:

a. Membantu Ketua PPK dalam melaksanalan tugas;

b. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan ; dan

c. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan

pertimbangan.

d. Dalam melaksanalal tugasnya, Anggota PPK bertanggung jawab

kepada Ketua PPK.

C. TUGAS, KEWEITANGAN DAI{ KEWA.'IBAN PPS

Tugas, wewenang dan kewaJlban PPS mellputl :

1. Membantu KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan PPK dalam

melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil

perbaikan dan DPT;

2. Membentuk KPPS;

3. Melakukan verifrkasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon

perseorEurgan;
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Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU

Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui PPK;

Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data

Pemilih;

Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU

Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui PPK;

Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;

Melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih

dan petugas ketertiban TPS di wilayah keq'anya kepada KPU Kabupaten

Tanjung Jabung Barat melalui PPK;

Mengumumkan daftar Pemilih ;

Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;

Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;

Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tanjung

Jabung Barat;

Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;

Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat

desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan PPK;

Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah

kery'anya;

Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan

suara dan setelah kotak suara disegel;

Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang

sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak

memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh

KPPS;

Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan

oleh PPL;

Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan

penyelenggaraan Pemilihan di wilayah ke{anya;

Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang

berkaitan dengan tugas darl wewenang PPS kepada masyarakat;

Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam

hal penghitungan suara;

Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh
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KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan PPK sesuai peraturan

perundang-undangan;

23. Tugas Ketua PPS meliputi:

a. Memimpin kegiatan PPS;

b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;

c. Mengawasi kegiatan KPPS;

d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk

kelancaran pelaksanaan tugas;

e. Menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;

f. Memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang

mewakili Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan sebutan lain;

dan

g. Melaksanakan kegiatan lain yar;,g dipandang perlu untuk

kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan

yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

h. Apabila Ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh

salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.

24. Tugas Anggota PPS meliputi:

a. Membantu Ketua PPS dalam melaksanalan tugas;

b. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundalg-undangan;

dan

c. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS sebagai bahan

pertimbangan.

d. Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota PPS bertanggung jawab

kepada Ketua PPS.

D. TUGAS, KEWEITAITGAN DAN XEWA"IIBAN XPPS

Tugas, Kewenangan dan KewaJlban KPPS, mellputl :

1. Mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;

2. Menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;

3. Melaksanalan pemungutan dan penghitungEln suara di TPS;

4. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;

5. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan

oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari

pemungutan suara;

6. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan
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suara dan setelah kotak suara disegel;

7. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta

membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya

kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;

8. Menyerahkan hasil penghitung.rn suara kepada PPS dan PPL;

9. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan

serlifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari

yang sama;

10. Melatsanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat, PPK, dan /atau PPS sesuai

peraturan perundang-undangan;

11. Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan

suara dan penghitungan suara adalah :

a. Memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus

dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;

b. Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan

su€rra;

c. Menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara

kepada Pemilih pada DPT;

d. Menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta

Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya;

e. Memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan

f. Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani

oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim kampanye Pasangan Calon.

12. Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah :

a. Memimpin kegiatan KPPS;

b. Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;

c. Membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;

d. Memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi

yang hadir;

e. Menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua)

orang anggota KPPS;

f. Menandatangani tiap lembar surat suara; dan mengakhiri kegiatan

pemungutan suara tePat waktu.

13. Tugas Ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:

a. Memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
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b. Menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan

suara bersama-sarna paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan

dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari

peserta Pemilihan atau ketua tim kampanye;

c. Memberikan I (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat

hasil penghitungan suErra kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan

PPK melalui PPS;

d. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan

e. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, serLifikat

hasil penghitungan suaJa dan alat kelengkapan pemungutan suara

kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat

pengawalan dari petugas ketertiban TPS.

Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada

PPS melalui ketua PPS.

Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas Ketua KPPS.

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada

ketua KPPS.

15.

16.
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BABV

PEITGGAIYTIAI| AITGGCYTA PPK, PPS, DAIT KPPS

A. PENGGANTITN ANGGO'TA PPK

1. Anggota PPK berhenti antar waktu karena:

a) Meninggal dunia;

b) Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;

c) Berhalangan tetap lainnya; atau

d) Diberhentikan sementara.

2. Anggota PPK diberhentikan sementara apabila:

a) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;

b) Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;

c) Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-

turut tanpa alasan Yang sah;

d) Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

e) Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan

umum;

f) Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya

selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau

g) Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Provinsi Jambi,

dan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengambil

keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan

perundang-undangan.

3. Pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten

Tanjung Jabung Barat.
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4. Penggantian antar waktu anggota PPK yang berhenti dilalukan oleh KPU

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan ketentuan anggota PPK

digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat

yang memenuhi persyaratan.

5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan

tahapan meliputi :

a) Menerima laporan;

b) Meneliti materi laporan;

c) Melakukan klarifikasi;

d) Melakukan kajian dan mengambil keputusan.

6. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat meneliti materi laporan dan

membuat ringkasan hasil penelitian.

7. DaJam melakukan ktarifrkasi, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat

dapat:

a) Menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk

kelengkapan dan kejelasan pemaham laporan;

b) Memanggil para pihak;

c) Meminta bukti-bukti pendukung; dan

d) Melakukan koordinasi dan/ atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslu

sesuai dengan tingkatannYa.

8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kabupaten Tanjung

Jabung Barat membuat kajian dan mengambil keputusan.

B. PEITGC}ANTIAI{ AITGGOTA PPS

1. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten Tanjung

Jabung Barat dapat menunjuk anggota PPS baru berdasarkan rangking

saat seleksi;

2. Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui

keberadaannya atau tidak marnpu melaksanakan tugas secara permanen.

C. PENGGAITTIAN AITGGOTA XPPS

1. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian

terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.

2. Berhalangan tetap meliputi, keadaan meninggal dunia, tidak diketahui

keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara pernanen.

3. Penggantian anggota KPPS berhalangan tetap memerhatikan sumber daya
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manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.

4. Penggantian anggota KPPS berhalangan tetap harus dilaporkan kepada

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB VI
PEMTTUP

Pedoman Teknis Tata Keda ini dijadikan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat, PPK, PPS dan KPPS dalam

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wat<il Gubernur Jambi serta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2O2O, dan apabila te{adi

kekeliruan dalam penyusunan ini akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

Pada tanggal 15 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Ttd

HAIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum

,l{0
+


